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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  86  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2017 

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, 

produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan; 

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

diperlukan sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas 

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

ditunjang dengan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 

84 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih perlu 

penyesuaian sehingga perlu diubah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 84 

Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan; 
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057); 

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 29); 

7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 

110 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 110); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 110 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 

Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2020 Nomor 110) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 17 

(1) Besaran tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD sebesar Rp21.900.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan 

Ratus Ribu Rupiah) per bulan termasuk pajak; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp18.100.000,00 (Delapan Belas Juta 

Seratus Ribu Rupiah) per orang per bulan termasuk pajak; dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) per 

orang per bulan termasuk pajak. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar 

satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan 

dinas, untuk Anggota DPRD sebesar Rp10.780.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh 

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan termasuk pajak, 

dan tidak mendapatkan biaya perawatan dan biaya operasional. 

(2a) Pimpinan DPRD tidak mendapat tunjangan transportasi, karena kepada 

yang bersangkutan sudah diberikan Kendaraan Dinas yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari jabatannya/melekat pada jabatannya sebagai 

Pimpinan DPRD, dan diberi biaya perawatan dan biaya operasional. 
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(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar  

satuan  harga  sewa  rumah  yang berlaku untuk standar rumah negara 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, 

air, gas, dan telepon. 

(4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 

Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

 

2. Pasal 32A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 32A 

(1) Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sejak tanggal 1 Oktober 2022. 

(2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan diundangkan. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 18 November 2022 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

ttd 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 21 November  2022   

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

ttd 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 86 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H. 

NIP. 19780608 200903 1 004 


